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LAMPIRAN 

Lampiran  1. Pedoman Wawancara 

 

“Tinjauan bentuk Formal/Legalitas Ekowisata di Taman Wisata Alam Malino, 

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan” 

A. Identitas Responden 

1. Kepala Resort TWA Malino BKSDA Sulsel 

Tanggal wawancara : 11 November 2020 

Nama Responden : Hartono 

Umur  : 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Agama  : Islam 

Jabatan  : Kepala Resort TWA Malino BKSDA Sulsel 

2. Masyarakat Sekitar kawasan wisata hutan pinus 

Tanggal wawancara : 12 November 2020 

Nama Responden : Dg. Bayang 

Umur  :  

Jenis kelamin : Laki-laki 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Pemilik Warung Makan Sekitar Kawasan 

Hutan Pinus Malino 

 

Tanggal wawancara : 12 November 2020 

Nama Responden : Dg. Tutu 

Umur  :  

Jenis kelamin : Laki-laki 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Pemilik Penginapan Sekitar Kawasan Hutan 

Pinus Malino 
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B. Daftar Pertanyaan 

 

 

 
 

Rumusan 

Masalah 

Pertanyaan Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagaimanakah 

bentuk legalitas 

dari ekowisata 

yang terdapat di 

Taman Wisata 

Alam Malino 

1. Bagaimana posisi legalitas dari 

ekowisata yang terdapat di malino ini 

khususnya pada hutan pinus, apakah 

pemerintah pusat telah memberikan 

izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan 

di Taman Wisata Alam ? 

2. Selain izin usaha pemanfaatan jasa 

lingkungan, apakah ada izin lain yang 

diberikan pemerintah  kepada pengelola 

? jika iya, izin seperti apa yang 

diberikan oleh pemerintah. 

3. Berdasarkan peraturan Menteri 

Kehutanan No. P.48/MENHUT- 

II/2010 pasal 6 mengatakan bahwa 

usaha Penyediaan jasa wisata alam 

antara lain seperti Penyediaan jasa 

 
 UPT BKSDA 

Malino 
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 informasi pariwisata, Penyediaan 

pramuwisata, Penyediaan transportasi, 

Penyediaan cinderamata, dan 

Penyediaan jasa makanan dan 

minuman, apakah hal tersebut telah 

terpenuhi di sekitar kawasan wisata 

alam malino ? 

5. Berdasarkan, Peraturan Menteri 

Kehutanan No. P.22/Menhut-II/ 2012 

pada pasal 16 mengatakan bahwa 

kewajiban pemegang IUPJLWA adalah 

menjaga kelestarian fungsi hutan, 

melaksanakan pengamanan terhadap 

kawasan, menjaga kebersihan 

lingkungan dan merehabilitasi 

kerusakan yang ditimbulkan akibat  dari 

kegiatan usahanya, apakah pengelola 

telah melakukan hal-hal seperti yang 

dituliskan pada Peraturan tersebut. 

6. Apakah usaha-usaha atau kegiatan- 

kegiatan yang dilakukan telah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kehutanan 

No. 22 tahun 2012 tentang pedoman 

kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan Wisata Alam ? 

7. Apakah ada hal-hal yang dilakukan 

oleh pengelola diluar dari pada izin- 

izin atau peraturan-peraturan yang 

berlaku, jika ada, kegiatan seperti apa 

yang dilakukan khususnya pada 

kawasan wisata alam tersebut. 
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 8. Apakah ada peraturan yang dijadikan 

pedoman dalam pengelolaan ekowisata 

tersebut, jika ada, bagaimana hasil dari 

pengelolaan tersebut apakah berjalan 

sesuai atau tidak. Bagaimana jika tidak 

ada yang dijadikan pedoman dalam 

melakukan pengelolaan ekowisata, 

apakah ada  sistem tersendiri dari pihak 

pengelola ? 

9. Terkait dengan pusat perbelanjaan, 

warung-warung dan penginapan- 

penginapan, apakah ada izin yang 

didapatkan dari pihak pengelola atau 

tidak, kalau ada, bagaimana dokumen 

perizinannya ? 

 

 

Lampiran 2. Peta Penunjukan TWA Malino SK. No. 420/1991 
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Lampiran 3. Bukti Surat Pernyataan Masyarakat tentang kegiatan yang 

dilakukan di dalam kawasan pada tahun 1996 

 

 

Lampiran 4. Peta Hasil Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan TWA Malino 

tahun 2009 

 



 

29 

Lampiran 5. Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan TWA Malino 

tahun 2019 

 

Lampiran 6. Peta Lokasi Kondisi Taman Wisata Alam 
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Lampiran 7. Peta Usaha Bisnis di dalam dan sekitar TWA Malino 

 

 
 

 

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wawancara Kepada kepala Resort TWA Malino BKSDA Sulsel 
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 Wawancara Kepada kepala Resort TWA Malino BKSDA Sulsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara kepada Lurah Malino 

 

 


